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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan
Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah
upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan
Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih
baik.

2. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima)
Gross Ton (GT).

3. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.

4. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam
rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil,
yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha
dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam
berusaha secara proporsional.

5. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB
adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan
hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi
oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan
dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan
pendapatan anggota.

6. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan
adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil
berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota
yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan
dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan
pendapatan anggota.

7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan.

Pasal 2

(1) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil bertujuan
untuk:

a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan
Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan
kehidupan yang lebih baik;

b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil
yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;

c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan
Pembudidaya-Ikan Kecil;

d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil
terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi,
permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan

e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan
kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada:

a. Nelayan Kecil; dan

b. Pembudidaya-Ikan Kecil yang memenuhi kriteria:

1. menggunakan teknologi sederhana; dan

2. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:

a) usaha pembudidayaan ikan di air tawar untuk kegiatan:

1) pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma
tujuh puluh lima hektare); dan

2) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare);

b) usaha pembudidayaan ikan di air payau untuk kegiatan:

1) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima
hektare); dan

2) pembesaran ikan paling luas 5 ha (lima hektare);

c) usaha pembudidayaan ikan di air laut untuk kegiatan:

1) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima
hektare); dan

2) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).
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Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan
Pembudidaya-Ikan Kecil meliputi:

a. pembiayaan dan permodalan;

b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;

c. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok
Pembudi Daya-Ikan Kecil;

d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan
pembudidayaan ikan dan oleh Pembudidaya Ikan-Kecil; dan

e. kemitraan.

BAB II

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 4

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan
Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

(2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan
Pembudidaya-Ikan Kecil;

b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional
melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal
jasa penjaminan; dan/atau

c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program
Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

(3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 5

Pemberian skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b wajib menerapkan prinsip:

a. cara yang mudah;

b. bunga pinjaman yang rendah; dan

c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-
Ikan Kecil.
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Pasal 6

Prinsip cara yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
merupakan tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang
dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 7

Prinsip bunga pinjaman yang rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf b disesuaikan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

Pasal 8

Prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-
Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterapkan
dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

Pasal 9

Pembiayaan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil
dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat
menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan
dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

BAB III

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

DI BIDANG PERIKANAN

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil,
Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa:

a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-
Ikan Kecil; dan/atau
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